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PUTUSAN
Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA.Gsg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di xxx, Kampung Xxx, Kecamatan Seputih
Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H.,
M.H. dan Radityo Mahdi. S.H., Advokat/ Pengacara pada
Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang
berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Dusun | Terbanggi
Subing RT.004 RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, email
zimi.bachri@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 21 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1134/SKH/V1/2024/
PA.Gsg, sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kampung xxx,
Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor
1232/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 05 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 19 April 2014 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana diterangkan didalam
Salinan Akta Nikah Nomor : 173/33/IV/2014, Tertanggal 15-05-2024;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar
suka sama suka saat menikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan
Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon di Kampung Xxx, Kecamatan Seputih
Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan
berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2020 yang lalu
sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar,
adapun penyebabnya;
a. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai
kepala rumah tangga;
b. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi
pada bulan April tahun 2021 adapun yang menjadi penyebabnya adalah
Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala
rumah tangga dan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon, dari hal inilah terjadi perselisihan
sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan
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layaknya suami istri dan sudah berpisah rumah selama 3 tahun 2 bulan dan
keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berkonflikdan berselisih, pihak
keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya
yang dilakukan tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan
untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon
berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan
Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh
Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu
Raj'i kepada Termohon (Xxx) di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Subsider :
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir
didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di
persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon
yang tertera dalam surat permohonan;
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Bahwa telah dilakukan pemeriksan terhadap Surat Kuasa Khusus atas
nama Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi. S.H., Advokat/
Pengacara pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang
berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Dusun | Terbanggi Subing RT.004
RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten
Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, yang
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor
1134/SKH/VI/2024/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya
perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan
Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka
para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu;

Bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah
ditunjuk dan ditetapkan Akhmad Zubaidi, ST sebagai Mediator Non Hakim,
sesuai dengan laporan Mediator Non Hakim mediasi yang telah dilaksanakan
dinyatakan berhasil mencapai perdamaian Sebagian sebagaimana tercantum
dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ditandatangani
Pemohon, Termohon dan Mediator non Hakim, yang pada pokoknya memuat
bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon untuk membayar kepada
Termohon berupa nafkah iddah dan mut’ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah);

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim
selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat
permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat
perubahan secara lisan dengan memasukan hasil kesepakat mediasi berhasil
sebagian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan
jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan-
persidangan selanjutnya setelah mediasi dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
1802122707870008 Tanggal 16 Mei 2015, yang aslinya dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/33/IV/2014 Tanggal 15
Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seputih
Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;
1. Bukti Saksi:
1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Seputih
Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di Kampung Xxx,
Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, sampai
dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan
oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
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- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut
pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon tidak
menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah
tangga dan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran
yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga
tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh
karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak
pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya,
namun tidak berhasil;
2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, Desa Xxx, Kecamatan Seputih
Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di Kampung Xxx,
Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, sampai
dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan
oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut
pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon tidak
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menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah
tangga dan Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran
yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga
tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal sekitar 3 tahun 2 bulan lamanya,;

- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh
karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak
pernah kembali lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya,
namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan
diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang
pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar
Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan
Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (legal standing)
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon beragama
Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka
sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama
Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa
Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya
hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak
harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup
lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon
dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-
pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Zimi Jaenal
Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi. S.H., Advokat/ Pengacara dengan surat
kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih
Nomor 1134/SKH/V1/2024/PA.Gsg telah diperiksa perihal keabsahan Surat
Kuasanya tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon atas nama tersebut di atas
dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis
Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan
rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena
Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis
Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan
persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di
persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk
menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Akhmad Zubaidi, ST,
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sebagai Mediator non Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut.
Berdasarkan hasil laporan mediasi bahwa mediasi yang telah dilaksanakan
para pihak berhasil mencapai kesepakatan Sebagian sebagaimana tercantum
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup
untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan
perceraian kumulasi hak asuh anak adalah karena antara Pemohon dan
Termohon sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak
menghormati dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan
Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3
tahun 2 bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan
setelah proses mediasi dilaksanakan, meskipun Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dianggap tidak
mempergunakan haknya di persidangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi
pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam
pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1.- -Apakah Pemohon dan Termohon memiliki legal standing untuk duduk

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?

2.------ Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini

masih rukun dan harmonis?
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3.---Jika tidak, mengapa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tersebut dapat terjadi?

4 - Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut,

apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?

5.- Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih layak untuk

dipertahankan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di
persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan,
kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka
alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang aslinya dibuat
dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdata, alat bukti
tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon
adalah warga kabupaten Lampung Tengah, disamping itu Pemohon dan
Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak
dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon
dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus
dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar
keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat
dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di
bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdata), diperiksa satu-
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persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara
lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling
bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini
(Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya
sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg],
maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan
dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal
yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga
mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Pemohon yang telah
dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan
masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan

Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan

sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali, terlebih Termohon telah
pergi meninggalkan Pemohon;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada

pokoknya adalah karena Termohon tidak menghormati dan menghargai

Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Keluarga Termohon terlalu

ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4, Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat

tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan 3 tahun 2

bulan lamanya;
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5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan
Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah
pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga
yang sakinah, mawaddah, wa-rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak
dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan
mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah
pihak, sebagai mana Qaidah Ushul Figh yang berbunyi :

tllas]l cd> e paso awlas]l <0
artinya:“Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah
sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 09
K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “Apabila Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan
Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup
alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan
talak kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan
kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon
dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), selama menikah
belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan
Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum
dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan
bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat
hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan
dibantu Mediator Non Hakim, Pemohon dan Termohon telah mencapai
kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian
sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian, Pemohon
mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut
merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui
oleh Termohon, sebagaimana isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan
Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan
perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan
perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga
perubahan Pemohon tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25
ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan
dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan”. Dalam hal ini
mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita sebagaimana
diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah permohonan dengan
memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan;

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Pemohon
dan Termohon sepakat, Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah dan Nafkah
Mut'ah terhadap Termohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
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Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 17
Juli 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak
ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat
dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat
kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam
rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan
hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran
kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah, dapat
dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum
pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon
untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung
Sugih;
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3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang
dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan
Agama Gunung Sugih;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18
Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy.
sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Siti Maslikha, S.H.I.
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor
1232/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 05 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan
dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Nurhasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
H. Abdulloh Al Manan, Lc. H. Ahmad Fernandesz, S.Ag., M.Sy.
Hakim Anggota,

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhasanah, S.H.

Perincian Biaya:

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp75.000,00
Panggilan Rp49.500,00
PNBP Rp30.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp204.500,00
(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

ouh W R

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



